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TENTANG NOMOR POKOK WAJIB
PAJAKBAGI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN
WAJIB PAJAK INSTANSI
PEMERINTAH

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak lagi periu
diurus secara terpisah dengan adanya peraturan
dari pemerintah yang menggunakan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) menjadi NPWP. Hal ini
dilakukan dengan tujuan untuk memberikan
kesetaraan serta mewujudkan administrasi
perpajakan yang efektif dan efisien. Melalui PMK
112/PMK.03/2022 ini, juga diatur ketentuan untuk
NPWP selain orang pribadi, yaitu NPWP bagi wajib
pajak orang pribadi bukan penduduk Indonesia,
wajib pajak warisan belum terbagi, wajib pajak
badan, dan wajib pajak instansi pemerintah.
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REKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWF  XX.YYY.YYY-Z.XXX.YYY
Nam: 3 3 4
NIK 2 XXXXX. 2 XXXXXXAAR

Alamat : JL No. RT. RW.
Kel. Kec. Kab.
Prop.

KPP : Pratama ABC

Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) tidak lagi perlu
diurus secara terpisah dengan adanya peraturan
dari pemerintah yang menggunakan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) menjadi NPWP.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan
kesetaraan serta mewujudkan administrasi
perpajakan yang efektif dan efisien. Melalui PMK
112/PMK.03/2022 ini, juga diatur ketentuan untuk
NPWP selain orang pribadi, yaitu NPWP bagi wajib
pajak orang pribadi bukan penduduk Indonesia,
wajib pajak warisan belum terbagi, wajib pajak
badan, dan wajib pajak instansi pemerintah.

Kapan diberlakukannya peraturan ini?

Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, baik untuk
wajib pajak orang pribadi yang merupakan
penduduk, wajib pajak op bukan penduduk, wajib
pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah
yang menggunakan format 16 digit.

Bagaimana jika sudah memiliki NPWP
orang pribadi dengan format 15 digit
sebelum adanya peraturan ini?

Bagi Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP
sebelumnya, tidak perlu melakukan permohonan
aktivasi karena hal ini telah terintegrasi dan
tersinkronisasi secara otomatis pada sistem DJP.

Bagaimana untuk wp orang pribadi
yang belum memiliki NPWP?

Wajib Pajak (WP) wajib melakukan permohonan
aktivasi NIK sebagai NPWP, namun WP dipastikan
telah memenuhi syarat untuk penghasilan diatas
PTKP

Bagaimana untuk Waijib pajak orang pribadi
yang bukan penduduk, waijib pajak badan,
dan wajib pajak instansi pemerintah yang
masih menggunakan NPWP 15 digit?

Wajib pajak dapat menambahkan angka O di
depan NPWP vyang lama (format 15 digit).
Contoh:

NPWP lama : 01.234.567.8-123.000

NPWP baru : 001.234.567.8-123.000

Bagaimana untuk Wajib pajak orang pribadi
yang bukan penduduk, wajib pajak badan,
dan wajib pajak instansi pemerintah yang
masih menggunakan NPWP 15 digit?

Sampai tanggal 31 Desember 2023. Oleh karena itu,
terhitung sejak 1 Januari 2024 WP akan menggunakan
NPWP dengan format 16 digit untuk semua kegiatan
administrasi yang diselenggarakan oleh DJP
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Bagaimana cara validasi mandiri NIK ke
NPWP?

1. Log In pada laman DJP Online

Sebelum memvalidasi NIK, Wajib Pajak pemilik
NPWP diminta untuk log in melalui akun DJP Online
masing-masing. Wajib Pajak akan diminta untuk
memasukkan NPWP, Kata Sandi, Kode Keamanan,
lalu klik Login

Data yang harus dimutakhirkan diantaranya:

» Data Utama yang meliputi nama, NPWP 15 digit,
NIK/NPWP 16 digit,tempat dan tanggal lahir serta
status validasi.

o Data Lainnya meliputi input data nomor telepon
dan data email

» Data KLU yang meliputi pemutakhiran yang ada
pada indikator KLU, Input KLU dan data lain atas
pekerjaan bebas, Input KLU dan data lain atas
pekerjaan lainnya, memilih KLU untuk pekerjaan
dalam hubungan keluarga

« Input KLU dan data lain atas kegiatan usaha

Apabila sudah yakin dengan data tersebut maka
silahkan pilih “Ubah Profil”.

2. Konfirmasi Data

Pada laman utama menu “Profil” Wajib Pajak akan
diminta untuk melihat keterangan validasi. Jika
pada kolom keterangan validasi Wajib Pajak
tertulis  ‘Perlu  Dimutakhirkan’ atau  “Perlu
Dikonfirmasi”. Status tersebut menunjukkan Waijib
Pajak perlu melakukan validasi NIK.
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3. Cek Kewajiban Perpajakan pada Menu Info
Perpajakan

Setelah semua terisi dengan benar dan sesuai, maka
Wajib Pajak perlu juga untuk melihat informasi
perpajakan terkait status Wajib Pajak (WP), info KPP,
dan kewajiban perpajakan yang tercantum.

Secara otomatis sistem akan melakukan validasi data
yang dimiliki oleh DJP dengan data yang dimiliki oleh
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Apabila data yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut
merupakan data valid maka akan tertera notifikasi
bahwa data tersebut valid (data telah ditemukan).
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